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Presiden Joko Widodo, Ratas 29/05/2020

“Saya minta diprioritaskan percepatan Program Strategis

Nasional yang berdampak langsung bagi pemerataan

dan penguatan ekonomi rakyat, misalnya: Program

Sertifikasi Tanah untuk rakyat, legalisasi lahan

transmigrasi, Reforma Agraria, Perhutanan Sosial serta

Peremajaan Perkebunan Rakyat. Saya ingin pastikan

program prioritas ini tetap berjalan tetapi memperhatikan

protokol kesehatan secara ketat.”

REFORMA AGRARIA 
UNTUK RAKYAT INDONESIA

#Keputusan Kepala Staf Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan 
Penguatan Kebijakan Agraria 2021

Presiden Republik Indonesia
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Arahan Presiden



Penataan Aset

Reforma Agraria merupakan program pemerintah yang bukan hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

+
REFORMA
AGRARIA=

Penataan Aset

Penataan kembali penguasaan, 

pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah berdasarkan 

hukum dan peraturan 

perundangan pertanahan 

Penataan Akses

Pemberian pendampingan 

bagi subyek agar dapat 

memanfaatkan tanahnya 

secara optimal

+
Penyediaan TORA

Penataan Akses
Pemberian 

Kesempatan 

Akses Permodalan

Penataan Penguasaan & 
Penggunaan Tanah

Bantuan Lain

Legalisasi Aset/

Redistribusi Tanah

Kemakmuran 
Rakyat

Perbaikan Gini 
Ratio

Peningkatan 

Pendapatan 
Masyarakat

=

Reforma Agraria : Penataan Kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih 
berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia, berdasarkan 

Pancasila, UUD 1945, UU 5/1960 (UUPA), TAP MPR RI No. IX/MPR/2001, UU 17/2007, Perpres 18/2020, Perpres 86/2018

Pengantar Reforma Agraria
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Legalisasi Aset 4.5 Juta Ha Redistribusi Tanah 4.5 Juta Ha01 02

Tanah Obyek Reforma Agraria

Tanah Transmigrasi

Sertipikasi Hak Milik Tanah 

Transmigrasi 

Target: 0.6 Juta Hektar

Pendaftaran Tanah/PTSL

Pensertipikatan tanah masyarakat 

secara sistematis

Target 3.9 Juta Ha

Ex-HGU, Tanah Terlantar

& Tanah Negara Lainnya

Redistribusi Tanah Negara dari 

HGU habis tidak diperpanjang, 

tanah terlantar dan TN lainnya

Target 0.4 Juta Ha

Pelepasan Kawasan Hutan
Pelepasan Kawasan hutan untuk TORA 

Target 4.1 Juta Ha

Sudah menjadi APL: 1.665.474 ha

a.Sudah Sertipikat: 348.732,56 ha

b.Potensi Objek Redis: 572.777,73 ha

c.Objek Bermasalah : 743.963,71 ha

Capaian:

207.216 bidang

seluas 138.834,72 ha* (23,14%)

Capaian:

30.503.611 Bidang 

seluas 9.073.017 ha** (232,64%)

Capaian:

2.069.467 bidang, 

Seluas 1.330.974,73 ha*** 

(332,74%)

Capaian:

721.458 bidang 

Seluas 348.732,56 ha*** (8,51%)

Reforma Agraria

Capaian Reforma Agraria per 15 Juni 2023
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Catatan Webinar Series #2 13 Juni 2023

1. Terdapat perbedaan angka realisasi capaian SHM transmigrasi antara yang disajikan
Kementerian ATR/BPN (23,14%) dan Kementerian Desa PDT Transmigrasi (57,22%)

2. Terdapat usulan penerbitan penerbitan SHM Transmigrasi untuk tahun 2023 sebanyak

34.488 bidang berdasarkan Surat Kemendes PDTTrans Nomor 653/PKT.03.04/VIII/2022

tanggal 16 Agustus 2022

3. Terdapat berbagai permasalahan dalam penerbitan SHM Transmigrasi dan telah

dikelompokkan oleh Kemendes PDT Transmigrasi berdasarkan tipologi

permasalahannya, berdasarkan Kemendes PDTTrans Nomor 1099/PKT.03.04/XII/2022

tanggal 26 Desember 2022
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Usulan Penerbitan SHM Transmigrasi tahun 2023

Berdasarkan Surat 

Kemendes PDTTrans

Nomor

653/PKT.03.04/VIII/2022 

tanggal 16 Agustus 2022, 

Kemendes PDTTrans

mengusulkan penerbitan
SHM Transmigrasi untuk

tahun 2023 sebanyak

34.488 bidang yang 

tersebar pada 203 lokasi
dan 89 kabupaten
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Usulan Perubahan Target Legalisasi Aset Transmigrasi

Berdasarkan Surat 

Kemendes PDTTrans

Nomor

1099/PKT.03.04/XII/2022 
tanggal 26 Desember

2022, Kemendes PDTTrans

telah mengajukan

perubahan target 600.000 

hektare menjadi 250.000 
hektare kepada
Bappenas dan 

mengidentifikasi

permasalahan dari sisa

tanggungan lokasi

transmigrasi yang belum

terbit SHM transmigrasi
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Tindak Lanjut Perbedaan Realisasi Capaian

Sertipikasi Tanah Transmigrasi

Penyebab Perbedaan Persentase

Capaian Sertipikasi Tanah Transmigrasi

• Kementerian ATR/BPN melakukan

perhitungan realisasi berdasarkan target

600.000 hektare sehingga dihasilkan angka

23,14%, sedangkan Kemendes PDTTrans

melakukan perhitungan realisasi

berdasarkan beban tugas SHM 362.117

bidang sehingga dihasilkan angka 57,22%

• Kesepakatan bahwa capaian SHM

transmigrasi menggunakan data dari

Kementerian Desa PDT Transmigrasi per

Juni 2023 sebesar 207.216 bidang

(138.834,72 hektare)

• Berdasarkan data Kementerian Desa

PDT Transmigrasi beban tugas SHM

transmigrasi 362.117 bidang

• Jika seluruh beban tugas SHM

transmigrasi sudah selesai maka luas

totalnya hanya 242.618,39 hektare,

sedangkan target legalisasi aset

tanah transmigrasi adalah 600.000

hektare. (Konversi 1 bidang = 0,67

hektare)

• Diperlukan koordinasi dengan

Kementerian PPN/Bappenas terkait

target legalisasi aset tanah

transmigrasi
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Tindak Lanjut Penerbitan SHM Transmigrasi tahun 2023

Kementerian ATR/BPN melalui

Direktorat Jenderal Penataan

Agraria telah bersurat kepada

Kantor Wilayah BPN Provinsi untuk

melaporkan tindak lanjut terhadap

surat Kemendes PDTTrans Nomor

653/PKT.03.04/VIII/2022 tanggal 16 

Agustus 2022, Kemendes PDTTrans

mengusulkan penerbitan SHM 

Transmigrasi untuk tahun 2023 

sebanyak 34.488 bidang

1 2 3 4 7 10 11

1 ACEH 8                14        2.313            623               

2 SUMATERA UTARA 2                2         260               60                 

3 RIAU 6                26        3.356            210               Mayoritas sudah realisasi

4 KEPULAUAN RIAU 2                4         1.286            247               

5 SUMATERA BARAT 2                2         311               299               

6 JAMBI 2                7         718               505               

7 BENGKULU 4                10        2.277            236               

8 SUMATERA SELATAN  10               45        5.050            117               Mayoritas realisasi 2022

9 LAMPUNG 2                7         1.981            1.214             

10 BANGKA BELITUNG 1                3         172               -                   Restan

11 KALIMANTAN BARAT 5                7 2.021            -                   

12 KALIMANTAN TENGAH 5                5         631               418               

13 KALIMANTAN SELATAN 5                13 1.037            50                 

14 KALIMANTAN UTARA 2                3         270               431               

15 KALIMANTAN TIMUR 2                6         636               270               

16 SULAWESI UTARA 3                7         535               75                 

17 GORONTALO 2                2         219               200               

18 SULAWESI TENGAH 1 1 720               700               

19 SULAWESI SELATAN 1                1 200               41                 

20 SULAWESI BARAT 3                4 1.491            83                 

21 SULAWESI TENGGARA 4                6 2.199            687               

22 NUSA TENGGARA BARAT 2                2 1.000            -                   

23 NUSA TENGGARA TIMUR 10               17 2.823            1.868             

24 MALUKU 1                4 1.185            600               

25 MALUKU UTARA 1                1 525               -                   Sebagian HPK

26 PAPUA 2                2 1.005            350               

27 PAPUA BARAT 1                2 267               151               

JUMLAH 89                203     34.488          9.435            

USULAN PENERBITAN SHM TRANSMIGRASI

TAHUN 2023

NO PROVINSI KABUPATEN LOKASI KET
BISA TL 

(SEMENTARA)

JUMLAH 

BIDANG

Berdasarkan telaah

sementara dari usulan 34.488 

bidang yang mungkin dapat

ditindaklanjuti dengan

sertipikat adalah 9.435 

bidang
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Tindak Lanjut Permasalahan Tanah Transmigrasi

Perlu upaya Percepatan Sertipikasi Tanah Transmigrasi untuk lokasi clean and clear

Perlu upaya Penyelesaian Tanah Transmigrasi Bermasalah untuk lokasi belum clean and clear



Sertipikasi

Transmigrasi melalui

PTSL

Permohonan HPL 

Transmigrasi

Ke ATR/BPN

Sertipikasi melalui

REDISTRIBUSI 

TANAH

Lokasi Transmigrasi
Clean and Clear

Belum HPL 

Transmigrasi

Sudah HPL 

Transmigrasi

UPT Bina
(Kewenangan

Kemendes PDDT)

UPT Serah
(Kewenangan Pemda)

Percepatan Sertipikasi 

Tanah Transmigrasi

Realisasi Capaian

SHM Transmigrasi

• Percepatan sertipikasi tanah 

transmigrasi melalui program PTSL 

dan Redistribusi Tanah

• Daftar subjek yang akan diterbitkan 

SHM melalui redistribusi tanah 

ditetapkan oleh Bupati/Walikota 

melalui Sidang Panitia Pertimbangan 

Landreform (PPL), dimana PPL terdiri 

dari OPD Kabupaten/Kota

• Diusulkan untuk adanya 

program sertipikasi lintas 

sektor agar progres sertipikasi 

tanah transmigrasi lebih cepat 

dan terpantau

Belum HPL 

Transmigrasi

Sudah HPL 

Transmigrasi

Sertipikasi

Transmigrasi melalui

PTSL



Lokasi Transmigrasi

Belum Clean and 

Clear

Masuk Kawasan 

Hutan

Okupansi dan 

Sengketa dengan

Masyarakat

Tumpang Tindih

dengan HGU 

Perusahaan

Lahan Tidak

Tersedia

Permasalahan

Lainnya
• Tumpang tindih dengan

tanah pemerintah

• Perubahan status lahan

• Batas administrasi

• Tumpang tindih dengan

tanah adatK/L Terkait

• Kemendes PDTT/ 

Dinas Transmigrasi

• Kementerian 

LHK/BPKH

K/L Terkait

• Kemendes PDTT/ 

Dinas Transmigrasi

• Kementerian 

ATR/BPN

K/L Terkait

• Kemdes PDTT/ Dinas 

Transmigrasi

• Kementerian 

ATR/BPN

K/L Terkait

• Kemdes PDTT/ Dinas 

Transmigrasi

• Pemerintah

Prov/Kab/Kota

K/L Terkait

Stakeholder terkait

• Jika UPT Bina maka Kemendes

PDTT berkoordinasi dengan

KLHK, terkait penegasan atau

pelepasan

• Jika UPT Serah maka Dinas 

Transmigrasi berkoordinasi

dengan BPKH, terkait

penegasan atau pelepasan

• Harapan penyelesaian adalah

pelepasan kawasan hutan

• Melakukan penelitian

terkait dasar penguasaan

dan penelitian lapangan

• Harapan penyelesaian

melalui advokasi dan 

mediasi, jika buntu maka

penyelesaian

menggunakan jalur hukum

• Dinas Transmigrasi/ Kemendes

PDTT melakukan konfirmasi

tumpang tindih HGU dengan

Kantah./ Kementerian ATR/BPN

• Kementerian ATR/BPN 

memfasilitasi penyelesaian

lahan yang tumpang tindih

dengan pemilik HGU

• Harapan penyelesaian adalah 

pelepasan sebagian HGU

• Koordinasi dengan

pemerintah daerah terkait

penyediaan lahan

tambahan

• Harapan penyelesaian

adalah tersedianya lahan

pengganti atau pemberian

kompensasi pengganti LU

Koordinasi dengan

stakeholder terkait untuk

menyepakati penyelesaian

permasalahan yang tepat

Penyelesaian Tanah 

Transmigrasi Bermasalah

*Perlu diperbaharui karena terdapat update tipologi permasalahan transmigrasi dari Kementerian Desa PDT Transmigrasi



TERIMA 

KASIH
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
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